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Abstract This study examines the role of Muhammadiyah's Advocacy Jihad in law enforcement and increasing public legal
awareness in Indonesia. Using empirical juridical methods and a sociolegal research approach, this study highlights
the interaction between legal norms and social practices through qualitative analysis and interviews with LBH
Muhammadiyah administrators. The results show that Muhammadiyah's Advocacy Jihad is implemented through
litigation and non-litigation assistance, legal counseling, paralegal training, and law-based community organizing.
The roles of LBH Muhammadiyah, the Law and Human Rights Council, and autonomous organizations such as
Aisyiyah and Pemuda Muhammadiyah contribute significantly to expanding access to justice for vulnerable groups.
The impact is increased legal literacy, the formation of a community legal culture, and the emergence of regional
policies that are more responsive to community needs. In conclusion, Muhammadiyah's Advocacy Jihad functions not
only as an instrument for resolving legal cases but also as a transformative da'wah movement that integrates
progressive Islamic values with social struggles.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Jihad Advokasi Muhammadiyah dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran
hukum masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sociolegal research,
penelitian ini menyoroti interaksi antara norma hukum dan praktik sosial melalui analisis kualitatif dan wawancara
dengan pengurus LBH Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jihad Advokasi Muhammadiyah
dilaksanakan melalui pendampingan litigasi dan non-litigasi, penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, serta
pengorganisasian komunitas berbasis hukum. Peran LBH Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM, serta
organisasi otonom seperti Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses
keadilan bagi kelompok rentan. Dampaknya adalah peningkatan literasi hukum, terbentuknya budaya hukum
komunitas, serta munculnya kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya,
Jihad Advokasi Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian kasus hukum, tetapi juga
sebagai gerakan dakwah transformatif yang mengintegrasikan nilai Islam berkemajuan dengan perjuangan sosial.

Kata Kunci - Jihad Advokasi Muhammadiyah, penegakan hukum, kesadaran hukum, masyarakat rentan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi
manusia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukumnya. Ketimpangan akses terhadap
keadilan masih dialami oleh kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, seperti buruh, petani,
nelayan, serta masyarakat miskin kota. Dalam realitas ini, keberadaan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat
penting sebagai pengawal prinsip keadilan dan demokrasi . Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam
terbesar di Indonesia, mengambil peran strategis tidak hanya dalam bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial,
tetapi juga dalam isu-isu hukum dan kebijakan negara melalui gerakan yang dikenal sebagai Jihad Advokasi
Muhammadiyah. jihad Advokasi Muhammadiyah sebagai bentuk nyata kontribusi organisasi Islam modernis ini
terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya Jihad advokasi sering kali beriringan dengan
Jihad Konstitusi, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi konsep, ruang lingkup gerakan strategi
perjuangan , sasaran advokasi, hingga dampaknya terhadap masyarakat maupun sistem hukum secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting untuk membedakan dan memahami keduanya secara tepat agar arah analisis dalam penelitian
ini tidak mengalami bias konseptual atau kecenderungan yang tidak seimbang .[1]

Secara konseptual, Jihad advokasi adalah gerakan Muhammadiyah dalam melakukan pembelaan hukum kepada
kelompok-kelompok rentan dan marjinal secara langsung. Gerakan ini lahir dari semangat Amar Ma“ruf nahi Munkar
yang diwujudkan dalam kerja-kerja advokasi hukum berbasis komunitas, seperti pendampingan hukum, penyuluhan
hak-hak sipil, penguatan kapasitas hukum masyarakat, serta pengorganisasian warga dalam menghadapi persoalan
hukum yang mereka alami. Jihad Advokasi tidak terbatas pada kerja litigasi yang mengedepankan transformasi
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sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini bersifat partisipatif, humanis, dan membumi karena bersentuhan langsung
dengan realitas sosial masyarakat.[2]

Sementara itu Jihad Konstitusi merupakan gerakan yang dilakukan Muhammadiyah pada tingkat nasional
dengan menggunakan instrumen-instrumen formal kenegaraan. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi, mengawasi,
bahkan mengajukan uji materi terhadap kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang di anggap bertentangan
dengan konstitusi atau prisip keadilan. Jihad Konstitusi lebih bersifat struktural dan institusional, serta dijalankan oleh
aktor-aktor Muhammadiyah di level pusat, seperti lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), pakar hukum
Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh yang memilliki akses terhadap lembaga peradilan dan parlemen. Salah satu bentuk
konkret Jihad Konstitusi adalah pengajuan Judicial review terhadap undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai konstitusi keadilan sosial.[3]

Dari segi ruang lingkup, Jihad Advokasi bekerja langsung bersama masyarakat paling bawah. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM, serta kader-kader
Muhammadiyah yang turun langsung ke masyarakat. Mereka memberikan pendampingan kepada warga yang
menghadapi kasus penggusuran paksa, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan berbasis gender, atau pelanggaran
hak-hak buruh migran. Dalam ruang ini, strategi yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan paralegal,
pendampingan litigasi dan non litigasi, hingga pengorganisasian komunitas agar memiliki keberdayaan hukum.[4]
Sebaliknya, Jihad konstitusi bergerak pada level kebijakan dan sistem hukum negara. Ruang geraknya adalah ruang-
ruang kebijakan seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga-lembaga eksekutif
yang memproduksi regulasi. Strategis bersifat top-down yang artinya pendekatan yang dimulai dari atas ke bawabh,
seperti mengajukan uji materi, menyusun naskah akademik, membangun opini publik berbasis data dan konstitusi,
hingga mendorong pembentukan atau revisi undang-undang.[5]

Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari sasaran advokasinya. Sasaran Jihad advokasi adalah masyarakat yang

rentan secara sosial dan hukum. Ini mencakup kelompok miskin kota, buruh migran, petani yang tanahnya dirampas,
perempuan korban kekerasan, serta masyarakat adat yang kehilangan hak-hak milik bersama. Pendekatan yang
digunakan lebih bersifat relasional dan edukatif, karena bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat
serta memperkuat keberdayaan mereka untuk membela diri secara hukum. Sementara itu, Jihad Konstitusi menyasar
struktur dan sistem hukum atau melegitimasi ketidakadilan. Ini mencakup pasal-pasal dalam undang-undang yang
diskriminatif, kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil, atau sistem peradilan yang tidak berpihak pada
keadilan substantif. Dampak dari keduannya juga berbeda secara signifikan.[6] Dampak dari jihad advokasi dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti keberhasilan dalam membantu masyarakat mengakses keadilan,
membatalkan penggusuran, memperjuangkan hak pekerja, atau menyelesaikan konflik secara hukum. Jihad Advokasi
berkontribusi pada perubahan konkret dalam kehidupan warga serta membangun budaya hukum yang hidup dalam
komunitas. Sementara itu, Jihad Konstitusi berdampak secara sistematik dalam bentuk perubahan regulasi( peraturan
tertulis) atau pembatalan hukum. Meski dampaknya lebih besar secara struktural, namun tidak selalu dirasakan secara
langsung oleh masyarakat kecil dalam jangka pendek.
Dengan demikian jihad advokasi Muhammadiyah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari jihad konstitusi.
Penelitian ini dengan sengaja memilih fokus pada jihad advokasi karena pendekatan ini menunjukkan keberpihakan
yang jelas pada kelompok rentan, serta mengedepankan kerja-kerja sosial hukum yang langsung menyentuh kebutuhan
masyarakat. Melalui Jihad Advokasi, Muhammadiyah membuktikan bahwa perjuangan hukum tidak hanya dilakukan
di ruang-ruang pengadilan tinggi atau lembaga formal, tetapi juga di jalan-jalan kampung, posko komunitas, dan
ruang-ruang warga yang memperjuangkan keadilan dari bawah.[7]

Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Daniel Rusyad Hammdany, S.I. Kom.,M.Sos. Tahun 2021 dengan
Judul “Dakwah Transformatif Muhammadiyah Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Gerakan Konstitusi”
memberikan hasil bahwa Penelitian ini menunjukan bahwa Jihad Konstitusi merupakan bentuk dakwah transformatif
Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani melalui upaya pembaruan hukum. Gerakan ini dilandasi
prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan dilaksanakan dalam tiga tahap : pra legislasi, proses legislasi, dan pasca legislasi.
Kedua, penelitian yang di tulis oleh Daniel Rusyad Hammdany, S.I.Kom., M.Sos. Tahun 2022 dengan judul “Dakwah
Transformatif Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin dan Haedar Nashir Tentang
Jihad Konstitusi (2010-2021) ” memberikan hasil bahwa Jihad Konstitusi Muhammadiyah merupakan bentuk dakwah
transformatif Muhammadiyah untuk menjaga agar hukum dan kebijakan negara tetap selaras dengan nilai islam,
Pancasila, dan UUD 1945. Din Syamsuddin menekankan pendekatan struktural melalui judicial review sebagai wujud
nahi munkar, sementara Haedar Nashir menggunakan pendekatan kultural lewat dakwah kebangsaan sebagai bentuk
amar ma'ruf. keduanya berpandangan bahwa penegakan konstitusi adalah bagian dari dakwah yang menyatukan nilai
keagamaan dan kebangsaan dalam semangat Negeri Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syhahadah. Ketiga, Pada
penelitian yang di tulis oleh Yusuf Hanafiah Tahun 2025 dengan Judul “ Dakwah Konstitusional Muhammadiyah :
Antara Ideilogi Islam Berkemajuan dan Komitmen kebangsaan di Era Post Truth.” Memberikan hasil bahwa Sebagai
gerakan Islam, Muhammadiyah tidak hanya menitikberatka pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam
perkembangan polius dan hukum di Indonesia. Peran tersebut dimanifestasikan dalam dakwah
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konstin sional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam
merespons tantangan di era post-truth. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam
mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilal Islam dan semangat kebangsaan. Penelitian ini berjenis kualitatif-
deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan.
Beberapa sumber tersebut di antaranya adalah dokumen resmi Muhammadiyah, putusan Mahkamah Konstitusi, buku,
jurnal ilmiah, serta media daring yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Muhammadiyah telah
menunjukkan peranannya dalam dakwah konstitusional pada dinamika hukum di Indonesia 2) Muhammadiyah
menyelaraskan Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan dalam perkhidmatan kepada Negara dan 3)
Muhammadiyah menghadapi tantangan era post-truth dengan mengedepankan strategi utama dakwah konstitusional
melalui penguatan literasi, edukasi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, optimalisasi media sosial dalam
menguatkan opini publik yang berlandaskan fakta objektif.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konsep dan pemikiran tokoh Muhammadiyah
terkait Jihad Advokasi, masih terdapat celah (gap) dalam hal kajian yang menitikberatkan pada aspek penerapan
konkret dan dampak nyata dari gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap sistem hukum nasional dan
masyarakat. Penelitian oleh Daniel Rusyad Hammdany (2021) hanya mengulas dakwah transformatif secara umum
dalam kerangka gerakan konstitusi, tanpa mengelaborasi bagaimana gerakan tersebut dijalankan di lapangan serta
dampaknya terhadap keadilan hukum. Sementara itu, penelitian lanjutannya (2022) berfokus pada studi pemikiran dua
tokoh sentral, yaitu Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, tetapi belum mengkaji efek riil dari strategi yang mereka
usung terhadap kebijakan publik atau kesadaran hukum masyarakat. Adapun penelitian Yusuf Hanafiah (2025)
menyoroti strategi dakwah Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan era post-truth, namun masih bersifat
konseptual dan belum menyentuh ranah evaluasi dampak secara empirik.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) dengan fokus pada analisis
implementasi dan dampak gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Penelitian ini tidak hanya mengulas strategi dan wacana normatif, tetapi juga menelaah secara mendalam bentuk
pelaksanaan jihad advokasi baik melalui jalur struktural seperti judicial review maupun kultural seperti penyuluhan
dan pendampingan hukum serta bagaimana upaya tersebut berkontribusi dalam mendorong reformasi kebijakan,
memperkuat hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya
memperluas pemahaman tentang dakwah konstitusional, tetapi juga memberikan gambaran empiris yang
komprehensif tentang kontribusi Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan hukum di tengah dinamika sosial-
politik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting kiranya untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana
bentuk dan penerapan gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem hukum,
kebijakan publik, dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi
ilmiah dalam memahami peran organisasi keagamaan dalam memperkuat kedaulatan hukum dan oleh karena itu,
penulis mengangkat judul penelitian “Bentuk dan Pelaksanaan Jihad Advokasi Muhammadiyah Terhadap
Penegakan Hukum di Indonesia”

Rumusan Masalah

1. Bentuk dan pelaksanaan Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap dampak hukum di Indonesia
2. Dampak Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan gerakan Jihad Advokasi
Muhammadiyah dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat dampak dari
gerakan tersebut terhadap hukum di Indonesia, termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah dan
kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana Muhammadiyah membantu masyarakat
melalui jalur hukum, baik dengan pendampingan, edukasi, maupun langkah hukum seperti pengajuan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian saya adalah menambah pengetahuan tentang peran organisasi keagamaan dalam bidang hukum.
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan semua pihak
yang peduli terhadap keadilan, agar bisa lebih memahami pentingnya peran advokasi hukum dalam membantu
masyarakat yang lemah dan mendorong sistem hukum yang adil dan berpihak pada rakyat.
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II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan sociolegal reserch yang digunakan
untuk memahami bagaimana norma hukum yang berlaku berinteraksi dengan praktik sosial dan aktivitas masyarakat.
Khususnya dalam konteks gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai suatu praktek yang hidup di tengah masyarakat
serta bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan diperjuangkan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif,
yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan fenomena berdasarkan data lapangan maupun data dari artikel ilmiah
atau jurnal untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dampak gerakan advokasi hukum Muhammadiyah
terhadap sistem hukum dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dimana penulis
melakukan wawancara dengan Bapak Taufiq Nugroho, S.H.,M.H.,CLA selaku ketua LBH AP PP, kemudian
wawancara dengan Bapak Ikhwan Fahrojih, S.H. selaku Sekretaris LBH AP PP dan juga data tambahan di dapatkan
melalui Bapak Inung Wondo Saputro, S.H.,M.H. selaku Anggota dari LBH AP PP bidang pendidikan dan kerjasama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan pelaksanaan Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap dampak hukum di Indonesia

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam modernis di Indonesia tidak hanya dikenal karena
peranannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan dakwah, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam
perjuangan keadilan dan penegakan hukum. Salah satu bentuk perjuangan tersebut adalah melalui gerakan yang
dikenal sebagai jihad advokasi, yaitu usaha pembelaan hukum kepada masyarakat lemah secara langsung, terutama
mereka yang mengalami ketidakadilan atau tidak memiliki akses terhadap sistem hukum yang adil. Jihad advokasi
ini dijalankan berdasarkan prinsip Amar Ma ruf Nahi Munkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah
kemungkaran, yang menjadi landasan spiritual Muhammadiyah sejak awal berdirinya.[8] Gerakan ini
membuktikan bahwa perjuangan hukum tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara atau para pengacara
profesional, melainkan juga oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial
masyarakat. Secara umum, jihad advokasi Muhammadiyah dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif,
humanis, dan membumi. Artinya, gerakan ini tidak hanya menyasar ruang-ruang hukum formal seperti pengadilan
atau parlemen, tetapi hadir langsung di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Pendekatan
ini sangat penting mengingat kenyataan bahwa banyak masyarakat kecil di Indonesia yang tidak memahami hak-
hak hukumnya atau bahkan takut berhadapan dengan aparat hukum. Oleh karena itu, Muhammadiyah berusaha
membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program-program edukatif, seperti penyuluhan hukum,
pelatihan paralegal, serta pengorganisasian komunitas berbasis hukum. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya
dibantu ketika menghadapi masalah hukum, tetapi juga diberdayakan agar mampu membela hak-haknya secara
mandiri di masa depan.[9] Pelaksanaan jihad advokasi ini dijalankan oleh berbagai elemen Muhammadiyah,
terutama melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) yang tersebar di berbagai wilayah. Kedua lembaga ini menjadi ujung tombak dalam memberikan
pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang mengalami konflik sosial, seperti penggusuran paksa, konflik
agraria, kekerasan terhadap perempuan, hingga pelanggaran terhadap buruh migran. Misalnya, dalam kasus
penggusuran warga di Kampung Aquarium, Jakarta Utara, LBH Muhammadiyah hadir mendampingi warga agar
mereka memperoleh perlindungan hukum atas tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak hanya
bertindak sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pemerintah agar
tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan.[10]

Selain pendampingan kasus, jihad advokasi Muhammadiyah juga dilakukan dalam bentuk kegiatan edukatif.
Hal ini meliputi penyuluhan hukum di tingkat desa, pelatihan paralegal kepada kader dan warga, serta penyebaran
informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Edukasi ini sangat penting karena banyak persoalan
hukum terjadi bukan hanya karena pelanggaran, tetapi juga karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-
hak hukumnya. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari solusi dan tidak hanya
bergantung pada pihak luar dalam menyelesaikan konflik hukum. Ini mencerminkan pendekatan legal
empowerment di mana masyarakat dibantu agar memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memperjuangkan
keadilan secara mandiri. Pendekatan jihad advokasi Muhammadiyah juga tidak hanya menggunakan jalur litigasi,
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tetapi juga menekankan pentingnya jalur non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan advokasi kebijakan lokal.
Pendekatan ini sering kali lebih efektif dan cepat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama
di daerah-daerah yang akses terhadap pengadilan sangat terbatas. Contohnya, ketika terjadi konflik antara warga
dengan perusahaan tambang di Sulawesi, kader Muhammadiyah di daerah tersebut berhasil menyelesaikan
sengketa secara damai melalui negosiasi yang difasilitasi oleh LBH Muhammadiyah dan tokoh masyarakat
setempat.[11] Pendekatan seperti ini mencerminkan bahwa jihad advokasi bukan hanya tentang hukum dalam arti
sempit, tetapi tentang upaya membangun tatanan sosial yang lebih adil melalui cara-cara yang damai dan solutif.
Pelibatan unsur internal Muhammadiyah dalam jihad advokasi juga menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. Tidak
hanya LBH atau Majelis Hukum dan HAM, tetapi juga organisasi otonom Muhammadiyah seperti Aisyiyah,
Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) turut berperan aktif dalam memperluas
jangkauan advokasi. Aisyiyah, misalnya, aktif dalam memberikan pendampingan kepada perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan rumah aman dan konseling psikologis. Di banyak daerah,
Aisyiyah juga terlibat dalam advokasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau eksploitasi.
Sinergi antar-elemen inilah yang menjadikan jihad advokasi sebagai gerakan yang komprehensif dan tidak terpisah
dari misi dakwah Muhammadiyah secara keseluruhan.[12]

Dari segi dampak, jihad advokasi Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan
akses keadilan bagi masyarakat kecil. Banyak kasus yang berhasil diselesaikan secara adil dan manusiawi berkat
pendampingan dari Muhammadiyah. Selain itu, gerakan ini juga telah membantu membentuk budaya hukum di
tengah masyarakat. Ketika masyarakat memahami dan memperjuangkan haknya, maka keadilan tidak lagi menjadi
milik segelintir orang berkuasa, tetapi menjadi hak semua warga negara. Dalam jangka panjang, hal ini akan
memperkuat demokrasi dan mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif. Gerakan
jihad advokasi juga telah membuktikan bahwa pembelaan hukum tidak harus elitis atau hanya bisa dilakukan oleh
profesional, tetapi dapat dibangun dari bawah oleh komunitas yang sadar hukum.[13]

Berikut data wawancara yang telah di peroleh terkait dengan Bentuk dan pelaksanaan Jihad Advokasi
Muhammadiyah terhadap Dampak Hukum di Indonesia, data wawancara tersebut menjelaskan bahwa Jihad
Advokasi Muhammadiyah memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat di Indonesia terkait dengan
akses keadilan bagi masyarakat kecil, pendekatan jihad advokasi Muhammadiyah juga tidak hanya menggunakan
jalur litigasi, tetapi juga menekankan pentingnya jalur non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan advokasi
kebijakan lokal. Pendekatan ini sering kali lebih efektif dan cepat dalam memberikan perlindungan kepada
masyarakat, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap pengadilan sangat terbatas
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LAPORAN KEGIATAN LBH AP PP MUHAMMADIYAH
TAHUN 2023 S/D TAHUN 2024

NO. | WAKTU NAMA DOKUMENTASI KETERANGAN PJ
KEGIATAN/KASUS KEGIATAN
1 Maret 2023 | Pra Peradilan atas SP3 Permohonan Pra | Ewi dan
(Surat Penghentian Peradilan Ghufron
Penyidikan) Laporan dikabulkan dan
Polisi atas Dugaan SP3 dibatalkan
Tindak Pidana
Penggunaan Surat Palsu
dalam Kasus PANTI
ASUHAN
MUHAMMADIYAH
SUKAJADI BANDUNG
2 Maret 2023 | Gugatan Tanah Wakaf Upaya Hukum | Tkhwan
(Tingkat Garut Sengketa Nadzir Terakhir PK :
Upaya (PP Muhammadiyah Persyarikatan
hukum sebagai salah satu Muhammadiyah
Peninjauan | TERGUGAT 1V) dinyatakan
Kembali) menang
3 Juli 2023 Pendampingan Kasus Putusan Tingkat | Ewi dan
Pidana Bapak Sutrisno Kasasi Ghufron
di PN Tangerang
April 2023 | Pendampingan Kasus Putusan Bebas | Ghufron
Haris Azhar dan Fatia di PN Jaktim
Maret 2023 | Gugatan PTUN ex Saat ini sudah | Ghufron
Pegawai KPK sampai upaya
Hukum PK
6 April 2023 | Gugatan PTUN Kasus Kalah tingkat | Pongki
Mesjid Banyuwangi Pertama dan
(Supervisi) Banding, kini
telah sampai
pada tingkat
kasasi
Mahkamag
Agung
Desember Gugatan Kasus Wadas Persidangan di | Firmansyah
2023 PN Purworejo dan Fanni
Agustus Permohonan PKPU PT PWM Jabar dan | Ikhwan
2023 PCI terhadap PWM PP
Jabar dan PP Muhammadiyah
Muhammadiyah dinyatakan
MENANG/
PERMOHONAN
PT PCI DITOLAK
9 November Banding Sengketa Dibuka kembali | Ikhwan,
2023 Tanah Univ persidangan Bim, Yanto
Muhammadiyah tingkat anding, | dan Ewi
Bandung telah dihadirka
bukti bukti surat
Gambar 1. Kasus yang di tangani LBH AP PP tahun 2023
baru, 2 orang
saksi dan ahli.
Tinggal
menunggu
Putusan tingkat
banding
10 |Desember |Laporan Polisi di POLDA Sedang berjalan | Ewi,
2023 JABAR tentang Dugaan pemeriksaan Ikhwan,
Tindak Pidana saksi-saksi Yanto, Bim
Pengadaan Gadget-MU PELAPOR (PWM
JABAR)
11 | Oktober Laporan Polisi di Mabes Sedang berjalan | Inung,
2023 POLRI tentang Dugaan pemeriksaan Erwin
Penipuan Pembelian saksi-saksi
Minyak Goreng Majelis PELAPOR
Ekonomi PWM Jateng. (MABES JABAR)
12 |November |Gugatan  Wanprestasi Sedang berjalan [ Aji, Pongki
2023 dari PT Tiesera persidangan dan Tim PH
dengan agenda |[LBH PWM
pemeriksaan JATENG
saksi-saksi

Gambar 2. Kasus yang ditangani LBH AP PP 2023
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Laporan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun
2023 menunjukan adanya 12 perkara hukum yang ditangani, mencakup ranah pidana, perdata, administrasi negara,
hingga hukum niaga. Dari keseluruhan kasus, sebagian telah memperoleh hasil positif, seperti pembatalan SP3
kasus dugaan surat palsu panti asuhan sukadji Bandung, kemenangan pada sengketa tanah wakaf di Garut, putusan
bebas dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, serta kemenangan pada perkara PKPU PT PCI. Hal ini memperlihatkan
efektivitas LBH AP dalam memperjuangkan kepentingan hukum Muhammadiyah pada perkara strategis meski
demikian, mayoritas kasus masih dalam tahap proses hukum, antara lain gugatan PTUN eks pegawai KPK,
sengketa Masjid Banyuwangi, kasus Wadas, banding sengketa tanah Universitas Muhammadiyah Bandung, Iporan
pengadaan Gadget-MU, Laporan penipuan minyak goreng, hingga gugatan wanpretasi PT Tiesera bahkan ada
perkara yang telah mencapai tingkat kasasi, seperti kasus Sutrisno, sehingga menunjukan kompleksitas
penanganan Hukumysng mememrlukan pemantauan berkelanjutan, Secara umum laporan ini memiliki kelebihan
berupa pembagian penanggung jawab yang jelas.

Pada tahun 2024 LBH AP PP berhasil menangani beberapa kasus yang bisa dikatak berbeda dari kasus
sebelunya yaitu kasus 2023, LBH AP PP menangani kasus sebagai berikut

DETAIL RIWAYAT KASUS YANG SUDAH
SELESAI DITANGANI LBH-AP PP

.
.
.
.
MUHAMMADIYAH .
.
.
. .
.
Penerima Manfaat Keterangan 1
.
.
advokasi
= y. Berhasii dan Aset tanah PP Muhammadiyah seluas
ik PP M h
St & BhAmadyen @ 300 Orang £ 1500 m* yang sudah 15 tahun dikuasai OKNUM, bisa diambil alih oleh LA Ab PP
JL Brawijaya Jakarta yang = hkan kepada PP
diserobot oknum TNI P
a Berhasil memenaghan perkara dan Aset tanah UM selum
o £ 1000 m* yang sudah berdirl Gedung Megah distasnya, dilaporkan Polisi dan disita
:.':;:u:‘".:ir‘:““‘:::’m' 1500 Orang Bareskrim Mabes Poiri, Setelah dilakukan upaya hukum KEMBALI XE
yeng MA i, Alhamdubillah menang dan Sertificat tanah UM Benghulu £ 1000 m*
dikembalikan kepada UM Benghulu.
Tes ya pemberian b hukum berupa gugatan yang diajukan di
Program advokasl warga korban
P N " i T k, . 50 KX i
Penggusuran Pakss Desa Wadas 150 Orang engadilan Negeri Sleman, gugatan di FTUN Jakarta Pusat. 50 KX yang mestinya

terjadwal digusur Paksa, akhirnya ditangguhkan sampal adanya Putusan

Kab. Purworejo Jawa Tengah Pen an.

Program advokasi Petand Desa 500 P Terlaksananya pendampingan perjuangan petani desa pakel banyuwangi dalam
Pakel Kab. Banyuwang| mempertahankan tanah Garapan petani.

Gambar 3. Kasus yang ditangani LBH AP PP 2024
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Nama
Perkara

04 Juli 2024 LBH AP PP Muhamm adiyah menerima

Advo M alam 13
Kl Potajor A 2 U e audiensi keluarga AM Pelajar padang dengan 15 Orang '

P i
e SN melaporkan ke komnas ham dan kpai '
Ada kader TS dari banten terkena kasus mafia
‘.“’m""“" Kaderys :"“’,""mu perbankan, dan LEM AP PP Muhammadiyah 10 Orang
e memberikan gan berupa advok
Kasus UM BErau
de: PT XDC
m’x:‘m‘l Sidang di PTUN Sedang dalam proses E-Court Jawaban Replik dan {h g
lshan Tambang Baty ~ Smarinda Dopa
Bara
Warga Muhammadiyah terutama di Provinal Aceh
ee e pekara berduka, akibat adanya sekelompok orang yang
see0 e o, 4 2a tidak tahu dari mana asal-usul ormas atau
 ACECR I At o organisasinya, namun kan gol
« o & » o Masjid Komnas HAM dan NSNS R e 500 Orang
* * » » ¢« Muhammadiyah Polri e it = ¢ Ny
“ %%t pireunAceh Masjid Tagwa Muhammadiyah yang sedang proses
" e pembangunan di Desa Sangso Kecamatan Samalanga
D8008-8 Kabupaten Bireuen,
ERERE
e
G G menggali/mencari data dan fakta ke lokasi PSN di
Advokasi Re:
SR e e e p Rempang sebagai bahan advokasi 500 Orang
selanjutnya

Gambar 4. Kasus yang ditangani LBH AP PP 2024

m Penerima Manfaat Keterangan

Program Pendidikan dan

Terlaksananya pelatihan paralegal Muh diyah yang diselenggarakan
pelatihan paralegal 2024 20 Orang beker ad UAD
Perkars Pojok RSI Purwokerto 150 Orang DJP membatalkan tagihan pajak yang salah. Kemudian menerbitkan faktur Pajak yg

benar dan telah dibayar oleh RS Purwokerto

Perkara Sengketa Dualisma
Kepemempinan POM Pekanbaru

Hasdl akhir diadakan Musyda luar biass oleh PP Muhammadiyah dengan ketua

g Jabarullah, 5.S0s. dan Wakil ketua Drs. M. Raja Mahadi, 5.S0s.

Penipuan Jual Bell Minyak Goreng

1 h k
di Pang S 0 Orang Terlapor telah dipenjara dan seluruh asetnya telah diaita oleh kepolisian

se s e ns e
Se s e
Cr s e s
sr e s s
s s cccscsca

Gambar 5. Kasus yang ditangani LBH AP PP 2024

Pada tahun 2024, LBH AP PP Muhammadiyah menangani berbagai perkara penting yang mencakup
perlindungan aset organisasi, advokasi masyarakat, serta pendampingan kasus strategis berskala nasional.
Beberapa kasus besar di antaranya penyelamatan aset tanah PP Muhammadiyah di Jakarta, advokasi penyelamatan
aset UM Bengkulu senilai Rp200 miliar yang dimenangkan di Mahkamah Agung, serta pendampingan masyarakat
dalam konflik tanah di Wadas dan Rempang. LBH juga aktif mendampingi kasus sengketa kepemimpinan PDM
Pekanbaru, perkara pajak RSI Purwokerto, hingga perlindungan jamaah Muhammadiyah di Bireun Aceh yang
menghadapi penolakan pembangunan masjid.

Selain fokus pada perkara strategis, LBH AP juga memberikan perlindungan hukum pada kasus-kasus
kemanusiaan, seperti advokasi kematian pelajar Muhammadiyah di Padang, penipuan jual beli minyak goreng di
Pangkalan Bun, serta mendampingi kader yang terjerat mafia perbankan di Banten. Di sisi lain, penguatan
kapasitas hukum dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan paralegal bekerja sama dengan UAD.
Secara keseluruhan, penerima manfaat dari berbagai perkara ini berkisar dari puluhan hingga ribuan orang,
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menunjukkan bahwa LBH AP Muhammadiyah berperan sebagai pembela hak hukum warga sekaligus penjaga
kepentingan strategis Persyarikatan.

B. Apa dampak Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran

hukum masyarakat

Jihad advokasi Muhammadiyah merupakan bentuk perjuangan sosial-keagamaan yang berorientasi pada
pembelaan hukum terhadap kelompok masyarakat rentan. Gerakan ini lahir dari pemahaman mendalam terhadap
ajaran Islam mengenai keadilan (,,adl) dan pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadh“afin), yang kemudian
diterjemahkan ke dalam praksis advokasi hukum berbasis komunitas. Dalam praktiknya, jihad advokasi
Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa hukum individual, tetapi juga membangun
fondasi hukum masyarakat dari bawah. Oleh karena itu, dampak gerakan ini terhadap pembangunan hukum tidak
dapat diremehkan, karena Muhammadiyah mengambil peran sebagai penghubung antara sistem hukum negara dan
dinamika sosial masyarakat akar rumput. Salah satu dampak paling nyata adalah dalam penguatan hukum
partisipatif, di mana warga diajak untuk tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga berperan aktif dalam
menegakkan keadilan.[14] Muhammadiyah memposisikan masyarakat bukan sebagai objek yang dikendalikan
hukum, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki hak dan alat untuk melawan ketidakadilan secara sah. Dalam
banyak kasus, seperti konflik agraria, penggusuran paksa, dan kriminalisasi buruh migran, LBH Muhammadiyah
hadir bukan sekadar sebagai penasihat hukum, tetapi sebagai fasilitator bagi masyarakat agar dapat menggunakan
instrumen hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa jihad advokasi Muhammadiyah
berkontribusi dalam menciptakan paradigma baru pembangunan hukum: hukum yang bersumber dari aspirasi
rakyat dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat.[15] penguatan hukum partisipatif yang dilakukan
oleh LBH AP PP Muhmmadiyah dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya
menjadi penerima bantuan hukum saja tetapi juga terlibat aktif dalam proses penegakan hukum dan advokasi.

Tabel 1. Penguatan hukum partisipatif

Aspek Bentuk Penguatan Dampak

Pendidikan Hukum Masyarakat Penyuluhan, pelatihan, diskusi pulik | Masyarakat memahami hak-hak

hukum dasar

Keterlibatan Masyarakat dalam | Partisipasi dalam  penyelesaian | Suara Masyarakat lebih terwakili
Advokasi kasus dan kebijakan publik

Penguatan Kapasitas organisasi | Pendampingan Komunitas Lokal Masyarakat mampu  melakukan
basis dan kelompok rentan Advokasi

Transparansi dan akuntabilitas

Advokasi terbuka dan melibatkan
publik

Lembaga negar terdorong lebih adil
dan bertanggung jawab

Budaya hukum progresif

Membangun  kesadaran kritis

masyarakat

Terbentuk budaya hukum yang dil
demokratis, dan Humanis
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Jihad Advokasi

Muhammadiyah

Pembangunan Hukum Kesadaran Hukum
Masyarakat

Masyarakat

Literasi dan edukasi hukum
Hak dan kewajiban warga
Budaya hukum berkeadaban

Reformasi Hukum Kebijakan
Pro- Rakyat Keadilan sosial

Gambar 5. Kesadaran hukum masyarakat

Analisis Diagram:

Pusatnya adalah Jihad Advokasi Muhammadiyah, yang menjadi motor penggerak.

Jalur pertama mengarah ke Pembangunan Hukum— fokus pada pembaruan kebijakan, reformasi hukum, dan keadilan
sosial.

Jalur kedua mengarah ke Kesadaran Hukum Masyarakat — fokus pada edukasi hukum, penyadaran hak & kewajiban,
dan pembentukan budaya hukum.

Hubungan timbal balik: ketika hukum dibangun dengan baik, kesadaran masyarakat meningkat; dan sebaliknya, ketika
masyarakat sadar hukum, proses pembangunan hukum menjadi lebih kuat.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek penting yang dicapai melalui jihad
advokasi. Muhammadiyah tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga melakukan edukasi hukum kepada komunitas-
komunitas marginal. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, diskusi komunitas, dan pendampingan
kolektif, warga diajarkan bagaimana hukum bekerja, apa hak mereka dalam konstitusi, dan bagaimana mengakses
keadilan. Proses ini membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat melihat hukum dari sesuatu yang
menakutkan dan elitis menjadi sesuatu yang dapat mereka akses dan gunakan untuk membela diri. Sebagaimana dicatat
dalam pendampingan yang dilakukan IMM dan LBH Muhammadiyah di Kabupaten Bantul terhadap buruh migran
berhasil meningkatkan literasi hukum warga desa dan membentuk jaringan advokasi lokal yang berdaya. Tak hanya
berhenti pada aspek teknis hukum, jihad advokasi Muhammadiyah juga memiliki dimensi kultural dan teologis yang
kuat.[16] Muhammadiyah memadukan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan dengan semangat keadilan
konstitusional. Dakwah tidak hanya dimaknai sebagai seruan moral atau ritual keagamaan, tetapi sebagai perjuangan
struktural melawan sistem yang menindas. Konsep dakwah transformatif yang diusung Muhammadiyah menjadikan
parada®i bukan sekadar pemberi ceramah, tetapi juga pendamping masyarakat dalam perjuangan hukum. Sebagaimana
dijelaskan oleh, pendekatan dakwah transformatif ini memosisikan Muhammadiyah sebagai pelopor Islam sosial yang
berpihak pada pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk dalam ranah hukum. Dampak lainnya
terlihat pada pengaruh kebijakan hukum lokal. Di banyak daerah, kehadiran LBH Muhammadiyah mendorong lahirnya
kebijakan-kebijakan daerah (Perda) yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Misalnya, dalam isu ketenagakerjaan dan
penggusuran, Muhammadiyah sering kali menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis
keadilan.[17] Dalam beberapa kasus, LBH Muhammadiyah juga menjadi motor penggerak dalam gugatan hukum
terhadap kebijakan yang diskriminatif, melalui judicial review atau uji materi. Ini menunjukkan bahwa jihad advokasi
Muhammadiyah juga berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum yang lebih adil dan konstitusional. Lebih jauh,
jihad advokasi Muhammadiyah memberikan model gerakan hukum Islam yang moderat dan progresif. Dalam konteks
meningkatnya radikalisasi dalam ruang keagamaan, pendekatan Muhammadiyah menjadi antitesis terhadap narasi
ekstremisme. Muhammadiyah membuktikan bahwa Islam bisa menjadi kekuatan pendorong reformasi hukum tanpa
harus mengambil jalan konfrontatif. Jihad advokasi Muhammadiyah menjadi cerminan Islam kosmopolitan
(pemahaman islam yang toleran dan terbuka terbuka terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia) yang
tidak hanya religius secara simbolik, tetapi aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan
inklusif. Gerakan ini juga membuktikan bahwa organisasi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



Page | 11

Islam dapat menjadi kekuatan sipil yang profesional, legal-formal, sekaligus berakar pada nilai-nilai keagamaan yang
luhur. Lebih penting lagi, jihad advokasi Muhammadiyah membentuk apa yang bisa disebut sebagai budaya hukum
komunitas sebuah kondisi di mana masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menyelesaikan persoalan hukum
dengan cara-cara legal, bukan kekerasan. Di berbagai desa dampingan LBH Muhammadiyah, muncul forum-forum
paralegal desa, pos pengaduan komunitas, dan kelompok pemuda sadar hukum. Budaya ini tidak hanya mengurangi
ketergantungan warga pada elit hukum, tetapi juga mempercepat proses transformasi sosial berbasis hukum.[18]

Tren Kasus LBH AP PP Muhammadiyah Tahun 2023-2024
3.0

25

2.0

1.5

Jumlah Kasus

1.0

0.5

0.0

Gambar 6. Tingkat keberhasilan perkara Muhammadiyah

Pola ini menunjukkan bahwa LBH Muhammadiyah sangat aktif menangani kasus pada periode awal tahun,
kemudian relatif stabil di pertengahan, dan kembali meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini mencerminkan adanya
siklus dinamika hukum yang dipengaruhi momentum tertentu, seperti sengketa tanah, laporan pidana, maupun gugatan
wanprestasi.Dari sejumlah perkara hukum yang ditangani Muhammadiyah melalui LBH dan Majelis Hukum dan
HAM, tingkat keberhasilan dapat dikatakan cukup tinggi. Beberapa kasus strategis seperti sengketa tanah wakaf Garut,
sengketa tanah Universitas Muhammadiyah Bandung, serta gugatan wanprestasi dari PT Tiesera berakhir dengan
kemenangan Muhammadiyah. Selain itu, sejumlah perkara lain masih dalam proses hukum di tingkat banding atau
kasasi, sementara hanya sebagian kecil yang berakhir dengan kekalahan di tingkat pengadilan. Fakta ini menunjukkan
bahwa jihad advokasi Muhammadiyah tidak hanya memberi manfaat praktis bagi masyarakat yang didampingi, tetapi
juga memperlihatkan daya tawar organisasi Islam ini di ruang hukum nasional. Berdasarkan data perkara hukum yang
ditangani Muhammadiyah sepanjang tahun 2023, tingkat keberhasilan dapat dikatakan cukup signifikan. Dari total
dua belas perkara, tiga kasus berhasil dimenangkan, satu kasus berakhir dengan kekalahan, sementara delapan kasus
lainnya masih dalam proses hukum di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Di luar jalur litigasi,
Muhammadiyah juga menempuh advokasi struktural yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan kebijakan
publik. Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam proses pembentukan Undang-Undang
Cipta Kerja (Omnibus Law). Melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP
Muhammadiyah, organisasi ini berhasil menggagalkan masuknya klaster pendidikan ke dalam UU Cipta Kerja dengan
menyusun policy brief, naskah akademik alternatif, melakukan lobi ke DPR dan pemerintah, serta membangun opini
publik. Langkah tersebut menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergerak pada level advokasi masyarakat
akar rumput, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga arah kebijakan nasional agar selaras dengan
kepentingan rakyat. Dengan demikian, jihad advokasi Muhammadiyah dapat dilihat bekerja dalam dua dimensi
sekaligus, yakni advokasi litigatif yang melindungi masyarakat secara langsung, dan advokasi struktural yang memberi
dampak luas pada regulasi dan sistem hukum di Indonesia Kemenangan perkara yang ditangani LBH AP
Muhammadiyah berdampak besar bagi masyarakat karena mampu menjaga aset umat tetap bermanfaat, meningkatkan
kepercayaan publik terhadap hukum, serta memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, keberhasilan ini juga
menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas dan kepercayaan pada
Muhammadiyah sebagai pembela kepentingan umat.[19]
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VII. SIMPULAN

Jihad advokasi Muhammadiyah merupakan wujud nyata peran organisasi Islam modernis dalam
memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya menyentuh ranah litigasi,
tetapi juga mengedepankan pendekatan non-litigasi, edukasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui legal
empowerment. Melalui peran LBH Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM, serta sinergi dengan organisasi
otonom seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan IMM, advokasi ini mampu menjangkau masyarakat akar
rumput yang selama ini rentan terhadap ketidakadilan hukum. Dampak gerakan ini sangat signifikan, baik dalam
pembangunan hukum maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pertama, jihad advokasi Muhammadiyah
memperkuat paradigma hukum partisipatif, yaitu menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif yang berhak
memperjuangkan keadilan. Kedua, gerakan ini meningkatkan literasi hukum dan membentuk budaya hukum
komunitas yang berbasis pada kesadaran kolektif, sehingga keadilan tidak lagi menjadi milik segelintir elit, melainkan
hak semua warga negara. Ketiga, jihad advokasi Muhammadiyah berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan lokal yang
lebih adil, serta mendorong reformasi hukum melalui jalur-jalur konstitusional. Dengan demikian, jihad advokasi
Muhammadiyah bukan hanya sebuah gerakan hukum, melainkan juga gerakan dakwah transformatif yang
mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dengan perjuangan sosial. Gerakan ini memberikan model Islam
moderat, progresif, dan kosmopolitan dalam membangun tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan inklusif. Pada
akhirnya, jihad advokasi Muhammadiyah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan penegakan
hukum substantif dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
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